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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Daerah Ibukota Negara berfungsi 

sebagai pusat kegiatan pemerintahan pusat, juga pusat kegiatan perekonomian. 

Kegiatan perekonomian yang terus berkembang di Jakarta berdampak pada 

meningkatnya lapangan pekerjaan, dan secara langsung berakibat pada 

meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mendorong tingkat urbanisasi yang terjadi 

di Jakarta. Banyak masyarakat dari luar wilayah Jakarta mulai melakukan migrasi 

ke Jakarta demi mencari lapangan pekerjaan. Jumlah migrasi masyarakat yang 

diluar dugaan tentunya berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk di Jakarta. 

 Jumlah penduduk yang meningkat juga disertai dengan naiknya permintaan 

akan lahan. Luas tanah di Jakarta hanya 662.330.000 meter persegi1 dan diharuskan 

menampung penduduk DKI Jakarta yang berjumlah sekitar 9.988.495 jiwa.2 Jumlah 

tanah yang tersedia selalu dan tetap konstan, sedangkan kebutuhan akan tanah terus 

menerus meningkat. Tanah juga diketahui menjadi faktor pendorong investasi baik 

investasi dari dalam maupun luar negeri. Hal ini secara langsung menjadi tantangan 

bagi DKI Jakarta, karena sifatnya yang merupakan komponen penting dalam 

 
1 Lady Hafidaty Rahma Kautsar, “Konsepsi Dasar Membangun Kawasan Hijau Perkotaan”, 

<https://www.academia.edu/37604776/KONSEPSI_DASAR_MEMBANGUN_KAWASAN_HIJ

AU_PERKOTAAN_Oleh_Lady_Hafidaty_Rahma_Kautsar>, diakses pada tanggal 18 Agustus 

2019 pukul 13.40. 
2 Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi, “Profil Singkat 

Provinsi dan Infrastruktur di DKI Jakarta”, <http://labpkpt.litbang.pu.go.id/statistics-

prov?id_prov=31>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 13.45. 

https://www.academia.edu/37604776/KONSEPSI_DASAR_MEMBANGUN_KAWASAN_HIJAU_PERKOTAAN_Oleh_Lady_Hafidaty_Rahma_Kautsar
https://www.academia.edu/37604776/KONSEPSI_DASAR_MEMBANGUN_KAWASAN_HIJAU_PERKOTAAN_Oleh_Lady_Hafidaty_Rahma_Kautsar
http://labpkpt.litbang.pu.go.id/statistics-prov?id_prov=31
http://labpkpt.litbang.pu.go.id/statistics-prov?id_prov=31
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keberlanjutan semua aktivitas mulai dari pemerintahan, ekonomi, sosial, dan bidang 

lainnya.3 

 Tanah sebagai daya tarik investasi berguna untuk meningkatkan jumlah 

modal yang masuk ke dalam DKI Jakarta. Modal-modal yang masuk dapat 

meningkatkan perputaran ekonomi baik bagi Jakarta maupun wilayah yang ada di 

sekitarnya. Oleh karena itu, banyak alternatif yang dapat digunakan dalam 

pemenuhan kebutuhan tanah, yaitu dengan menggunakan rumah tinggal vertikal 

demi dapat menampung penduduk dengan luas tanah yang terbatas.  

 Selain dengan membangun real estate secara vertikal, dapat 

dipertimbangkan juga bahwa wilayah administrasi DKI Jakarta tidak hanya sebatas 

daratan, namun juga meliputi wilayah laut dengan luas 6,977,500,000 meter 

persegi.4 Wilayah lautan ini juga memberikan potensi dalam kegiatan ekonomi 

maupun wisata. Maka dari itu, perkembangan kawasan Jakarta tidak hanya 

tertumpu pada kawasan daratannya saja, melainkan kawasan pantai Jakarta juga 

terus berkembang mengikuti perkembangan kota. 

Perkembangan pantai dapat dilihat dengan semakin banyaknya obyek 

wisata dan penginapan yang berada di sepanjang pinggir pantai. Selain itu, pantai 

juga merupakan bagian penting bagi nelayan untuk menambatkan perahunya. Tidak 

hanya dengan peningkatan fasilitas, namun perkembangan pantai pun dapat 

mengarah kepada perluasan wilayah pantai. Reklamasi pantai merupakan salah satu 

 
3 Katadata, “Berapa Jumlah Penduduk Jakarta”, 

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/24/berapa-jumlah-penduduk-jakarta>, 

diakses pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 14.05. 
4 Badan Pemeriksa Keuangan, “Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”, 

<http://jakarta.bpk.go.id/?page_id=946>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 15.30. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/24/berapa-jumlah-penduduk-jakarta
http://jakarta.bpk.go.id/?page_id=946
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upaya perluasan pantai guna memenuhi kebutuhan akan lahan yang berada di 

sepanjang pinggir pantai.  

 Reklamasi tanah sendiri bukanlah hal yang baru di DKI Jakarta. Kawasan 

DKI Jakarta di bagian utara cenderung lebih dimanfaatkan untuk kegiatan industri, 

sedangkan pemukiman berpusat di bagian pusat dan selatan kota Jakarta. 

Permukaan tanah di DKI Jakarta pun terus mengalami penurunan. Setiap tahunnya 

diperkirakan permukaan tanah di bagian utara Jakarta alami penurunan 26 cm 

sampai dengan 32 cm,5 yang kalau tidak segera diatasi, Jakarta pada 2025, sebanyak 

20,5% wilayahnya di bawah permukaan laut dan tahun 2050 menjadi 32,5%.6 Salah 

satu cara untuk mengatasi potensi dampak yang akan terjadi nanti yaitu dengan 

membangun tanggul besar di kawasan pantai utara Jakarta. Reklamasi pantai 

diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tanah dengan pertimbangan jumlah 

penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun banyak pro dan kontra 

dari aktivis lingkungan hidup dan berbagai aspek, tetap dapat disimpulkan bahwa 

reklamasi tetap menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan perkembangan kota, 

yang lebih dikembangkan untuk peruntukan perumahan dan pariwisata.  

Sebagai perbandingan, di Singapura, hampir 180 km2 lahan yang 

dibutuhkan untuk pembangunan dan infrastruktur telah dibuat melalui reklamasi.7 

 
5 Kompas, “Tanah Turun Ancaman Serius”, 

<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/159053-[_Konten_]-

Bahaya%20kalau%20aitanah0001.pdf>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 15.45. 
6 Imam Muzakir, “Permukaan Tanah Jakarta Terus Turun”, 

<https://www.beritasatu.com/kota/325255-permukaan-tanah-jakarta-terus-turun.html>, diakses 

pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 15.55. 
7 Jessica Y. L. Tay dkk, “Land Reclamation and the Consequent Loss of Marine Habitats Around 

the Ayer Islands, Singapore”, <https://lkcnhm.nus.edu.sg/app/uploads/2018/01/2018nis001-

005.pdf>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2019 pukul 15.15. 

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/159053-%5b_Konten_%5d-Bahaya%20kalau%20aitanah0001.pdf
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/159053-%5b_Konten_%5d-Bahaya%20kalau%20aitanah0001.pdf
https://www.beritasatu.com/kota/325255-permukaan-tanah-jakarta-terus-turun.html
https://lkcnhm.nus.edu.sg/app/uploads/2018/01/2018nis001-005.pdf
https://lkcnhm.nus.edu.sg/app/uploads/2018/01/2018nis001-005.pdf
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Singapura pertama kali melakukan reklamasi pada tahun 1822.8 Salah satu wilayah 

di Singapura yang merupakan hasil reklamasi adalah Pulau Jurong. Pulau Jurong 

mulanya merupakan kumpulan dari tujuh pulau-pulau kecil, yakni Pulau Ayer 

Chawan, Pulau Merlimau, Pulau Merbau, Pulau Sakra, Pulau Pesek, Pulau Pesek 

Kecil, Pulau Seraya (secara bersama-sama dikenal sebagai Kepulauan Ayer) yang 

terletak di sebelah barat daya Pulau Singapura.9  Keputusan untuk menggabungkan 

Kepulauan Ayer diambil untuk memberikan lebih banyak ruang bagi sektor 

petrokimia, yang dianggap sebagai pendorong pertumbuhan bagi Negara 

Singapura. Pada saat Pulau Jurong resmi dibuka oleh Perdana Menteri Goh Chok 

Tong pada 14 Oktober 2000, telah ada lebih dari 60 perusahaan petrokimia yang 

didirikan pada pulau tersebut, dengan investasi lebih dari 20 milyar Dolar 

Singapura.10 

Sementara itu, pemanfaatan tanah reklamasi di Jakarta belum maksimal. 

Kendatipun sudah dicanangkan sejak era Presiden Soeharto, reklamasi belum juga 

rampung hingga saat ini.11 Keputusan pembangunan pulau reklamasi ditentang oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup, dan pada akhirnya izin pembangunan proyek 

pulau reklamasi di Teluk Jakarta dihentikan saat era kepemimpinan Gubernur DKI 

 
8 National Library Board Singapore, “Singapore’s First Land Reclamation Project Begins 1822”, 

<http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/feddcf2a-2074-4ae6-b272-dc0db80e2146>, diakses 

pada tanggal 17 Agustus 2019 pukul 15.18. 
9 Jessica Y. L. Tay dkk, op.cit. 
10 National Library Board Singapore, “Jurong Island is officially Opened”, 

<http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/a27a6821-9ee6-45c1-b3d1-0dce19252eed>, diakses 

pada tanggal 17 Agustus 2019 pukul 15.54. 
11 Rindi Nuris Velarosdela, “Perjalanan Panjang Reklamasi Teluk Jakarta, dari Soeharto hingga 

Anies”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/17/12524161/perjalanan-panjang-

reklamasi-teluk-jakarta-dari-soeharto-hingga-anies?page=all>, diakses pada tanggal 18 Agustus 

2019 pukul 16.00. 

http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/feddcf2a-2074-4ae6-b272-dc0db80e2146
http://eresources.nlb.gov.sg/history/events/a27a6821-9ee6-45c1-b3d1-0dce19252eed
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/17/12524161/perjalanan-panjang-reklamasi-teluk-jakarta-dari-soeharto-hingga-anies?page=all
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/17/12524161/perjalanan-panjang-reklamasi-teluk-jakarta-dari-soeharto-hingga-anies?page=all
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Jakarta, Anies Baswedan.12 Pencabutan izin pembangunan dilakukan pada 26 

September 2018 berdasarkan hasil verifikasi Badan Koordinasi Pengelolaan 

Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 

58 Tahun 2018 pada 4 Juni 2018.13 Badan tersebut bekerja memverifikasi seluruh 

kegiatan reklamasi di Pantai Utara Jakarta, termasuk izin-izinnya.14 Hasil verifikasi 

menunjukkan, para pengembang yang mengantongi izin reklamasi tidak 

melaksanakan kewajiban mereka.15 Ketiga belas pulau tersebut yakni Pulau A, B, 

dan E (pemegang izin PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (pemegang izin PT 

Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (pemegang izin PT Manggala Krida Yudha); 

Pulau O dan F (pemegang izin PT Jakarta Propertindo); Pulau P dan Q (pemegang 

izin PT KEK Marunda Jakarta); Pulau H (pemegang izin PT Taman Harapan 

Indah); dan Pulau I (pemegang izin PT Jaladri Kartika Paksi).16 Meskipun begitu, 

Anies Baswedan tetap melanjutkan empat pulau proyek reklamasi yang terlanjur 

dibangun.17 Keempat pulau itu yakni Pulau C dan D (pemegang izin PT Kapuk 

Naga Indah), Pulau G (pemegang izin PT Muara Wisesa Samudra), dan Pulau N 

(pemegang izin PT Pelindo II).18 Anies Baswedan juga menugaskan PT Jakarta 

Propertindo untuk mengelola tiga pulau, yakni Pulau C, Pulau D, dan Pulau G, 

selama sepuluh tahun.19 Penugasan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 

120 Tahun 2018 yang baru disahkan pada 16 November 2018.20  

 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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Hingga 16 Desember 2018, baik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

belum memaparkan secara detail bagaimana Pemprov DKI akan memanfaatkan 

pulau-pulau tersebut. Anies Baswedan baru sebatas menyatakan bahwa 65% lahan 

pulau reklamasi akan dimanfaatkan untuk fasilitas publik.21 Adapun fasilitas yang 

akan dibangun antara lain adalah pantai publik dan perkampungan nelayan yang 

terintegrasi dengan pasar ikan dan pelabuhan.22 

Penelitian perbandingan hukum ini memiliki peranan teoretis yaitu dalam 

rangka edukasi dan menjadi sarana membandingkan variabel-variabel tertentu 

untuk mendapatkan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi 

pada hukum di Indonesia. Penelitian perbandingan ini diharapkan dapat menjadi 

penelitian pendahuluan studi komparasi kebijakan dan hukum positif antara 

Indonesia dan Singapura terkait reklamasi, yang semoga dapat bermanfaat di masa 

depan. Oleh karena itulah, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu 

“STUDI KOMPARATIF HUKUM DAN KEBIJAKAN REKLAMASI DI 

PANTAI UTARA JAKARTA DI INDONESIA DENGAN PULAU JURONG 

DI SINGAPURA”.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  timbul  rumusan  masalah 

yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu: 

 
21 Nibras Nada Nailufar, “Lahan Reklamasi 65 Persen untuk Fasilitas Publik, 35 Persen buat 

Pengembang”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/11/26/21522571/lahan-reklamasi-65-

persen-untuk-fasilitas-publik-35-persen-buat>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 16.05. 
22 CNN Indonesia, “Polemik IMB Anies dan Pergub Reklamasi Ahok”, 

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190619103352-20-404547/polemik-imb-anies-dan-

pergub-reklamasi-ahok/2>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019 pukul 16.30. 

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/11/26/21522571/lahan-reklamasi-65-persen-untuk-fasilitas-publik-35-persen-buat
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/11/26/21522571/lahan-reklamasi-65-persen-untuk-fasilitas-publik-35-persen-buat
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190619103352-20-404547/polemik-imb-anies-dan-pergub-reklamasi-ahok/2
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190619103352-20-404547/polemik-imb-anies-dan-pergub-reklamasi-ahok/2
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1. Bagaimana perbedaan peraturan dan kebijakan hukum reklamasi di 

Indonesia dan Singapura? 

2. Bagaimana perbedaan peraturan dan kebijakan hukum perolehan hak atas 

tanah reklamasi di Pantai Utara Jakarta di Indonesia dan Pulau Jurong di 

Singapura? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, pembahasan 

dalam skripsi ini memiliki tujuan, yaitu: 

1. Untuk menganalisis perbedaan peraturan dan kebijakan hukum reklamasi di 

Indonesia dan Singapura.  

2. Untuk menganalisis perbedaan peraturan dan kebijakan hukum perolehan 

hak atas tanah reklamasi di Pantai Utara Jakarta di Indonesia dan Pulau 

Jurong di Singapura. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini akan dibagi menjadi dua, yaitu 

manfaat secara ilmiah dan manfaat secara praktis. 

1. Manfaat Ilmiah  

Manfaat ilmiah atau teoretis dalam skripsi ini adalah untuk 

menganalisis perbedaan peraturan dan kebijakan hukum reklamasi di 

Indonesia dan Singapura, serta perbedaan peraturan dan kebijakan hukum 

perolehan hak atas tanah reklamasi di Pantai Utara Jakarta di Indonesia dan 
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Pulau Jurong di Singapura. Setelahnya, penulis akan menganalisisnya dan 

memberikan saran terkait analisis yang penulis lakukan. Adapun hal ini 

dapat menjadi bahan pembelajaran dan sumber-sumber masukan untuk 

penelitian lebih lanjut, sekaligus menjadi sarana untuk memahami hukum 

Indonesia lebih baik lagi, terkhususnya terkait reklamasi.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari skripsi ini adalah untuk menganalisis fakta-

fakta perbedaan peraturan dan kebijakan hukum reklamasi di Indonesia dan 

Singapura, serta perbedaan peraturan dan kebijakan hukum perolehan hak 

atas tanah reklamasi di Pantai Utara Jakarta di Indonesia dan Pulau Jurong 

di Singapura. Penulis mengharapkan dapat mencari solusi dan hal-hal yang 

bisa dikritisi dalam peraturan dan kebijakan hukum perolehan hak atas tanah 

reklamasi di Pantai Utara Jakarta dikaitkan dengan teori pengadaan tanah 

dalam hukum agraria yang penulis pelajari, khususnya dapat mempelajari 

hal-hal yang baik dari peraturan dan kebijakan hukum perolehan hak atas 

tanah di Pulau Jurong dan menemukan solusi bagi permasalahan pengaturan 

reklamasi di Pantai Utara Jakarta. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan 

gambaran  mengenai  sistematika  penulisan  hukum  yang  sesuai  dengan  aturan 

dalam penelitian hukum, maka penulis akan menjabarkan hasil penelitian penulis 

dalam bentuk sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yakni: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar untuk masuk ke dalam 

permasalahan, pokok yang akan dibahas, diawali dengan Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri 

dari landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan 

teori berisi tentang tinjauan umum mengenai definisi 

perbandingan hukum, sistem hukum, sistem hukum Indonesia 

dan Singapura secara umum, dan tinjauan umum mengenai 

reklamasi. Sementara dalam landasan konseptual berisi 

pengertian-pengertian dari pengerukan dan reklamasi. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan penjelasan dari metode penelitian yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari Jenis 

Penelitian, Jenis Data, Teknik Analisis Data, dan Pendekatan 

Penelitian. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian secara studi 

komparatif (comparative study), mengenai perbedaan peraturan 

dan kebijakan hukum reklamasi di Indonesia dan Singapura, 

serta perbedaan peraturan dan kebijakan hukum perolehan hak 
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atas tanah reklamasi di Pantai Utara Jakarta di Indonesia dan 

Pulau Jurong di Singapura.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang 

berisikan beberapa kesimpulan dan saran berdasarkan 

pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya untuk 

dapat menjawab rumusan masalah dan membuat saran-saran 

terkait peraturan dan kebijakan hukum reklamasi di Indonesia 

dan peraturan dan kebijakan hukum perolehan hak atas tanah 

reklamasi di Pantai Utara Jakarta di Indonesia. 
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